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QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR : 15 TAHUN 2002
TENTANG

RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI ATAS AIR

BISMILLAHIRRAHMAN NIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE

. a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah, maka Pemerintah
Kabupaten Simeulue perlu menetapkan Retribusi Penyeberangan Di Atas
AirkarenamerupakansalahsamSmnbchcndapatanAaliDaerah.

b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf 2,

periu diatur dengan Qanun.

Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Dierah
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092 );
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 76,
Tambahan L embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3204);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3685); '

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Thn 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 );

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 176 Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 3897);

Undang-Undang ‘Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 2001, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
4134),

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Dacrah;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang
Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipdl di
Lingkungan Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah;



10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk
Peraturan Daerah dan Peraturan Dacrah Perubahan;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 Tentang
Prosedur Pengesahan Peraturan Dacrah tentang Pajak Dacrah dan
Retribusi Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Dacrah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang
Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Dacrah

Tingkat IT;

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG RETRIBUSI
PENYEBERANGAN DI ATAS AIR.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Simeulue;

b. Wilayah adalah Wilayah Kabupaten Simeutue;

¢. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Dacrah Otonom Lainnya Sebagai Badan
Eksekutif Daerah;

d. Bupati adalah Bupati Simeulue;

e. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue;

f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Simeulue.

g Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Simeulue

h. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk
apapun, persckutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang
sejenis, lembaga, dan pensiun, untuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

i. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Dacrah dengan
menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

j. Retribusi Pemyeberangan di atas Air yang selanjutnya dapat disebut retribusi sebagai
pembayaran atas pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kenderaan
giatasairyangdinﬁlilddmmudikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pihak

wasta.

k. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan
retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah
surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek Retribusi dan wajib
Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi;

m. Surat Ketetapan Refribusi Dacrah Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT
adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
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n. Surat Ketetapan Retribusi Dacrah yang selanjutya dapat disingkat SKRD, adalah surat
keputusan yang menentukan jumlah retribusi yang terhutang:

0. Pemeriksaan adalah scrangkaian kegiatan untuk mencari, mengum »
dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban
retibusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi dacrah;

p. Penyidikan tindakan Pidana di bidang retribusi dacrah adalah scrangkaian tmdalun yang
dilakukan olch Penyidik Pegawai Negeri sipil yang sclanjutnya di scbut _Pctmdl_k. guna
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membual terang tindak pidana di
bidang retribusi dacrah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BABII
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2
Dengan nama Retribusi Penyeberangan di Atas Air dipungut retribusi scbagai pembayaran atas
pelayanan penyeberangan di atas air,

Pasal 3
Objek Retribusi adalah pelayanan penyeberangan di atas air yang dimiliki dan atau dikelola olch
Pemerintah, Perusahaan Dacrah dan Pihak Swasta.

Pasal 4
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atan badan yang memperoleh Pelayanan Penyeberangan di
Atas Air.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal §
Retribusi Penycberangan di Atas Air digolongkan sebagai retribusi Jasa Usaha.

BABIV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6
Thgkﬂpenggummjasadiukmbcrdasmkmﬁekuensipcmmﬁﬂmpda}mmpnmbumgmcﬁ
atas air.

BABY

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STURUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalan penetapan struktur dan besamya tarif retribusi di dasarkan pada tujuan
untuk memperoleh keuntungan yang layak scbagaimana keuntungan yang pantas di terima oleh
pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien pada harga pasar .

BAB VI
STRUKTUR BESARNYA TARIF

Pasal 8
(1) Tarif retribusi di golongkan bedasarkan jenis kendaraan di atas air .

(2) Besamya tarif didasarkan atas tarif pasar pelayanan sejenis di wilayah daerah atau
sekitamya.
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(3) Dalam hal tanf pasar yang berlaky
Pembayaran persatuan unit pelayanan jasa, yang
mehputi :

(4) Bisya sehagaimana i makeud pacda ayat

(5

()

s oulit ditemukan, maka tarif & tetaphan schagai jumlah
merupakan jumlah unsur-unsur tanfl yang

A unsur biaya persatuan peyediaan jasa
b. unsur keuntungan yang dilchendakd persatuan jass
(3) huruf a mehputi
A Diaya operasional langsung yang melputi Maya belanja pegawai termasuk pt'g{wai
tdak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya
hetrik, dan semma bava putin periodik - lainnya  yang herkaitan langsung  dengan

penvechan jasa .

b Riava tdak langsung yang melputi blaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang
mendulung penyediaan jasa

¢ Buaya modalyang berhaitan  dengan  tersedianya aktiva dan aktiva lainmya yang
benangha menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai
scwa tanah bangunan, dan peyusutan assel

d  DBiaya blaya lunnya yang berhubungan dengan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka

endek
Kn:nmyn schagamana yang dimaksud pada ayat (3) huruf ditetapkan dalam persentase

tertentu dani total biaya sehagaimana dixmkwdpaduyalu)dmdm‘rmdll.
Sruktur dan besamya tanf schagaimana dimaksud pada ayat (1) (2) dan (3) ditetapkan

schagai benlut

A ANGKUTAN FERRY
Rp. 500,-/Orang

- Orang Dewasa/Anak-Anak
- Sepeda Motor (Gol. I) Rp. 1.500,-Unit
- Jeep,Mini Bus (Gol. IIl) Rp. 5.000,~Unit
- Truk Sedang (Gol. IV) Rp. 7.500,+/Unit
- Truk Besar (Gol. V) Rp. 10.000,~Unit
- Alat Berat (Gol. VI) Rp. 25.000,~/Unit
- Barang di atas Kenderaan Rp. 1.000,Ten
B. BOAT
- Orang Dewasa/Anak-anak Rp.  500,~Orang
- Sepeda Motor (GoLID Rp. 1.000,/Unit
- Barang di Atas kendaraan Rp. 500,~Ten
- Pas Tahunan dan Sertifikat Rp. 50.000,~Tahun
C. KAPAL MOTOR
- Orang Dewasa /Anak-anak Rp.  500,~Orang
- Sepeda Motor (GolLII) Rp. 1.000,+Unit
- Barang di atas Kenderaan Rp.  500,~Ten
- Pas Tahunan dan Sertifikat Rp. 50.000,~Tahun
BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi dipungut di wilayah dacrah tempat pelayanan penycberangan di atas air diberikan.

.

BAB VII1
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

Rmmmwﬁw&wmammamnmmmmmm
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BABIX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 11

Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD

SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap
serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.

Bentuk isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD se
ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

bagalmana dimaksud pada

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

Berdasarkan SPORD scbagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) ditelapkan retribusi
terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaaan dan ditemukan data baru dan atau data yang somula
belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang maka

dikeluarkan SKRDKBT.
Bentuk,isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh Kepala Dacerah.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

Retribusi yang terhutang dilunasi sekaligus dimuka.
Tata cara pembayaran, penyctoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan
Kepala Daerah.

i BAB XVII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi, antara lain, dapat diberikan pada saat
pengangkutan korban bencana alam;

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya schingga merugikan keuangan
Daerah diancam pidana kurungan palinglama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4
(empat) kali jumlah retribusi yang terhutang,

Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran
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BAD XX
PENYIDIKAN

I’asal 17

Pemerintah Dacrah diberi wewenang
an tindak pidana dibidang perpajakan

i Sipil tertentu dilingkungan
ksud dalam Undang-undang Nomor 8

ntuk melakukan penyidik
Dacrah scbagaimana dima

Pejabat Pegawai Neger
Khusus sebagai penyidik u
Dacrah dan atau Retribusi

tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Wewenang penyidik schagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
a menerima, mencar, mengumpulkan dan meneliti keterangan

Jdengan tindak pidana dibidang Retribusi Dacrah agar keteranga

menjadi lengkap dan jelas
b. meneliti, mencari dan mengumpu
tentang kebenaran perbuatan yang ¢
Daerah
meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau padan sehubungan dengan
tindak pidana dibidang retribusi IDacrah
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana dibidang retribusi Dacrah
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan pukti pembukuan, pencatatan dan
dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut
f  meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana

dibidang retribusi Daerah

menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Dacrah

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau

sanksi
j.  menghentikan penyidikan
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang
retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan
dikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang

menyampaikan hasil penyi
diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

atau laporan berkenaan
n atau laporan tersebut

1 mengenai orang pribadi atau badan

lkan keterangar !
pan tindak pidana retribust

lilakukan schubungan den
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DA XXI
KETENTUAN PENUTUP
PPasal 18
diatur lebih

Hal-ha! yang belum diatur dalam Qanun inl, sepanjang mengenal pelakeanaan akan

lanjut dengan Keputusan Pupati
PPasal 19

Qanun inf mulai Dberlaku pada tangpal diundangkan.
Agar setiap orang dapal mengelahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan
penempatan dalam I.embaran Dacrah Kabupaten Simeulue,

DISAHKAN DI : SINABANG
PADA TANGGAL 28 FEBRUARI 2002 M
15 ZULHUJAH 1422 H

9/ BUPATI SIMEUL n&

DRS. DARMILI

DIUNDANGKAN DI : SINABANG

PADA TANGGAL : 11 MARET 2002
An. BUPATI SIMEUL
.# Plt. Sc iNDaerah Aabupattl 3~

Pembina/Nip, 010 073 156

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2002 NOMOR : 15 SERI B NOMOR : 15

m wrd ot paoyrh dudas o 1.7
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